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ABSTRAK

Penelitian ini membahas pengaturan hukum terhadap penggabungan perusahaan (merger)
dan dampaknya terhadap persaingan usaha di Indonesia. Merger dapat memberikan
manfaat ekonomi seperti efisiensi dan inovasi, tetapi juga berpotensi menciptakan
monopoli atau persaingan usaha tidak sehat. Ketentuan hukum terkait merger diatur
dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan
Persaingan Usaha Tidak Sehat serta Peraturan Pemerintah No. 57 Tahun 2010, yang
mengatur notifikasi merger sebagai mekanisme kontrol untuk mencegah dampak negatif
terhadap pasar.Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana Komisi Pengawas
Persaingan Usaha (KPPU) melakukan penilaian terhadap merger yang berpotensi
menyebabkan persaingan usaha tidak sehat.Mengidentifikasi dampak dari putusan KPPU
atas merger yang memenuhi unsur dugaan persaingan usaha tidak sehat. Merumuskan
pengaturan hukum di masa depan yang dapat menjamin terciptanya persaingan usaha
yang sehat. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan jenis
penelitian hukum doktrinal. Data dikumpulkan melalui studi literatur terhadap peraturan
perundang-undangan, dokumen hukum, serta analisis kasus-kasus terkait merger. Teknik
analisis bahan hukum dilakukan secara deduktif untuk menarik kesimpulan berdasarkan
teori hukum yang relevan. Penelitian menemukan bahwa, KPPU memiliki mekanisme
penilaian merger berdasarkan potensi dampaknya terhadap persaingan usaha, termasuk
efek unilateral dan terkoordinasi.Putusan KPPU atas merger dapat memberikan dampak
positif berupa peningkatan efisiensi pasar, tetapi juga dapat menimbulkan hambatan
seperti penguatan posisi dominan perusahaan hasil merger. Pengaturan hukum di masa
depan perlu lebih spesifik untuk memastikan prinsip kepastian hukum, kesebandingan,
dan kemanfaatan dalam pelaksanaan mergpr sehingga tercipta persaingan usaha yang sehat
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ABSTRACT

This study discusses the legal regulations on mergers and their impact on business competition in
Indonesia. Mergers can provide economic benefits such as efficiency and innovation, but also have the
potential to create monopolies or unfair business competition. Legal provisions related to mergers are
regulated in Law Number S of 1999 concerning the Prohibition of Monopolistic Practices and Unfair
Business Competition and Government Regulation Number. 57 of 2010, which regulates merger
notification as a control mechanism to prevent negative impacts on the market. This study aims to
analyze how the Business Competition Supervisory Commission (KPPU) assesses mergers that have
the potential to cause unfair business competition. Identify the impact of the KPPU's decision on
mergers that meet the elements of alleged unfair business competition. Formulate future legal
regulations that can guarantee the creation of healthy business competition. This study used a normative
legal approach with a doctrinal legal research type. Data were collected through literature studies of
laws and regulations, legal documents, and analysis of cases related to mergers. The legal material
analysis technique was carried out deductively to take conclusions based on relevant legal theories. The
study found that, KPPU has a merger assessment mechanism based on its potential impact on business
competition, including unilateral and coordinated effects. KPPU's decision on a merger can have a
positive impact in the form of increasing market efficiency, but can also create obstacles such as
strengthening the dominant position of the merged company. Future legal regulations need to be more
specific to ensure the principles of leg4l certainty, comparability, and benefits in the implementation of
mergers so that healthy business petition is created

Keywords: Merger, Compefition Law, KPPU
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BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Persaingan usaha dapat menghasilkan suatu kegiatan persaingan terhadap
sesama pelaku usaha, persaingan usaha dapat dikatakan benar apabila dilaksanakan
menggunakan cara yang sehat, akibatnya menciptakan suasana persaingan usaha yang
baik, efektif, efisien, dan sehat. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 mengenai
Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat adalah aturan hukum
yang harus ditaati oleh para pelaku usaha yang dimana berisikan segala ketentuan
tentang persaingan usaha dan juga berisikan pedoman bagi semua pelaku usaha
dengan tujuan terciptanya persaingan usaha yang dapat berjalan dengan baik, efektif,

efisien, dan sehat.

Tindakan  penggabungan (merger), peleburan (konsolidasi), atau
pengambilalihan (akuisisi) merupakan aksi korporasi yang cukup jamak dijumpai
dewasa ini. Merger sebenarnya merupakan tindakan korporasi yang wajar yang dapat
mensinergikan sumberdaya yang dipunyai masing-masing perusahaan yang

melakukan merger Merger juga dilakukan untuk mencapai tujuan ekonomis

! Isna Nur Fitriyah, “Mandatory Pre Merger Notification System Sebagai Peraturan Notifikasi
Merger Badan Usaha Di Indonesia Suatu Tinjauan Teori Maslahah ” Jurnal Of Islamic Business Law 4
(Vol.4, 2020), him.1.



perusahaan yang bersangkutan (profit maximization).2 Dengan demikian melalui

merger dapat tercipta efisien, menciptakan produk baru atau teknologi baru yang

berguna untuk masyarakat.> Merger seperti ini akan berdampak positif dan
menguntungkan konsumen karena akan memperbanyak pilihan barang atau jasa serta
hadirnya teknologi yang lebih baru daripada sebelumnya yang akan meningkatkan

tingkat kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.*

Salah satu isu yang menjadi perhatian adalah ketentuan mengenai merger
dalam perspektif hukum persaingan usaha. Ketentuan mengenai merger konsolidasi
dan akuisisi tertuang dalam Pasal 28 Undang-Undang Anti Monopoli dan Persaingan

Usaha Tidak Sehat. yang pada pokoknya menyatakan bahwa : °

1. Pelaku usaha dilarang melakukan penggabungan atau peleburan badan
usaha yang dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan atau
persaingan usaha tidak sehat.

2. Pelaku usaha dilarang melakukan pengambilalihan saham perusahaan lain
apabila tindakan tersebut dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli

dan atau persaingan usaha tidak sehat.

2 T.M. Zakir, Derajat Urgensi Regulasi Merger: Mencegah Pengaturan yang Berlebihan dalam
Efektifitas Regulasi Meger dan Akuisisi, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2010), hlm. 39.

3 Perdana A. Saputro, Hukum Meger Indonesia dalam Konteks Hukum Persaingan Usaha,
(Tangerang: CR Publishing, 2012), hlm. 11
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® Indonesia, Undang-Undang tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak

Sehat, UU No. 5 Tahun 1999, LN No. 33, TLN No. 3817, Pasal 28.



3. Ketentuan lebih lanjut mengenai penggabungan atau peleburan badan
usaha yang dilarang sebagaimana dimaksud ayat (1), dan ketentuan
mengenai pengambilalihan saham perusahaan sebagaimana dimaksud

dalam ayat (2), diatur dalam Peraturan Pemerintah.”

Kegiatan merger dapat menjadi pro persaingan, namun juga dapat menjadi
anti persaingan apabila tidak ada kontrol dari otoritas persaingan usaha. Keberadaan
merger di dalam dunia usaha seharusnya membawa pengaruh yang cukup positif bagi
perusahaan yang gagal dari segi operasional. Namun, pada praktiknya, kegiatan
merger banyak disalahgunakan oleh pelaku usaha yang bermaksud untuk
mengekspansi pasarnya. Selain itu sering kali juga timbul benturan antara

kepentingan merger dengan alasan efisiensi dan permasalahan persaingan usaha.

Pelaku usaha akan selalu mempergunakan alasan efisensi sebagai landasan
merger dan otoritas persaingan usaha akan lebih melihat kepada permasalahan
persaingan usahanya terlebih dahulu. Merger yang mengarah kepada anti persaingan
adalah merger yang dikhawatirkan oleh hukum persaingan. Baik secara langsung
maupun tidak langsung, merger dapat membawa pengaruh yang relatif besar terhadap
kondisi persaingan di pasar yang bersangkutan. Pada kondisi di mana terdapat dua
atau lebih perusahaan bergabung, maka pangsa pasar kedua perusahaan yang
bergabung tersebut akan bersatu dan membentuk gabungan pangsa pasar yang lebih
besar. Merger dapat menimbulkan atau bahkan memperkuat market power dengan

meningkatkan konsentrasi pada produk relevan dan pasar geograis. Peningkatan



market power ini dapat memperbesar kemampuan mereka untuk berkoordinasi baik

secara implisit maupun eksplisitG.

Di Amerika Serikat, kekhawatiran utama dari merger adalah penciptaan atau
penguatan market power dari perusahaan hasil merger’. Di Uni Eropa, beberapa

dampak yang menjadi perhatian sebagai akibat dari suatu merger, antara lain®:

a. Struktur pasar yang berdampak buruk;

b. Ketakutan terhadap lahirnya bisnis raksasa;
c. Sektor sensitif yang dikuasai asing;

d. Pengangguran.

Penguasaan pangsa pasar erat kaitannya dengan posisi dominan. Dalam ajaran
Structure, Conduct and Performance (SCP), persentase pangsa pasar menjadi patokan
dalam penentuan posisi dominan suatu perusahaan. Apabila dua atau lebih perusahaan
bergabung, maka perusahaan hasil merger tersebut dapat meraih atau memperkuat
posisi dominan dalam pasar. Jika demikian halnya, maka peluang terjadinya

penyalahgunaan posisi dominan pun akan semakin besar.

American Bar Association °memisahkan dampak penggabungan merger

horizontal ke dalam dua kategori:

a. Unilateral Effect, Merger ini menciptakan satu pelaku usaha tunggal yang

memiliki kekuatan penuh atas pasar, memantapkan posisi satu pelaku usaha

® Debra J. Pearlstein, et.al. ed., Antitrust Law Developments, 5th ed. Vol. I (American Bar
Association, 2002) hlm. 317-319.

" ABA Section of Antitrust Law, op.cit

8 Alison Jones and Brenda Sufrin, op.cit. hlm. 848-854

% Lihat ABA Section of Antitrust Law, op.cit. (FTC and Departement of Justice Joint Horizontal
Merger Guidelines, 1992) hlm.342-344, dan Gunawan Widjaja, Merger dalam Prespektif Monopoli
(Jakarta: Raja Graindo Persada, 2002) hlm.50.



yang sebelumnya telah memiliki kekuatan atas pasar (posisi dominan), dan
menghalangi para pelaku usaha baru untuk masuk ke pasar (barriers to
entry);

b. Coordinated Effect, Merger ini memudahkan para pelaku usaha yang telah
ada didalam pasar untuk mengkoordinasikan perilaku para pelaku usaha
tersebut sehingga mengurangi persaingan harga, kualitas, dan kuantitas.
Contoh dampak merger ini adalah terciptanya kesepakatan eksplisit
maupun implisit atas harga yang ditetapkan, pembagian wilayah dalam
menjual barang dan/atau jasa. Dampak terkoordinasi ini sering terjadi
dalam industri yang mempunyai ciri-ciri tertentu, yaitu produk yang
homogen, penjualan dalam volume kecil, serta kesamaan dalam biaya

produksi barang atau jasa.

Maka dari itu salah satu cara untuk menghindari terjadinya merger yang
menyebabkan persaingan usaha tidak sehat adalah dengan adanya pengaturan
mengenai Notifikasi Merger. Notifikasi merger adalah Notifikasi merger merupakan
pemberitahuan tertulis dari pengusaha untuk KPPU tentang penggabungan
perusahaan (merger) yang dilakukan oleh perusahaan terkait. Di Indonesia ketentuan
Notifikasi merger juga telah diatur dalam UU No. 5 Tahun 1999 Lebih lanjut

ketentuan mengenai notifikasi merger disebutkan dalam Pasal 29 yang menyatakan:
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19 Indonesia, Undang-Undang tentang Larangan Praktek Monopoli . Pasal 29.



1. Penggabungan atau peleburan badan usaha, atau pengambilalihan saham
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 yang berakibat nilai aset dan atau
nilai penjualannya melebihi jumlah tertentu, wajib diberitahukan kepada
Komisi, selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal
penggabungan, peleburan atau pengambilalihan tersebut.

2. Ketentuan tentang penetapan nilai aset dan atau nilai penjualan serta tata
cara pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diatur dalam
Peraturan Pemerintah” Namun dalam implementasinya, ketentuan dalam
UU No. 5 Tahun 1999 belum mengatur lebih khusus mengenai Notifikasi
Merger tersebut hingga akhirnya pada tahun 2010 pemerintah
mengesahkan Peraturan Pemerintah No. 57 Tahun 2010 Tentang
Penggabungan Atau Peleburan Badan Usaha dan Pengambilalihan Saham
Perusahaan yang Dapat Mengakibatkan Terjadinya Praktik Monopoli Dan

Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Namun dalam implementasinya, ketentuan dalam UU No. 5 Tahun 1999
belum mengatur lebih khusus mengenai Notifikasi Merger tersebut hingga akhirnya
pada tahun 2010 pemerintah mengesahkan Peraturan Pemerintah No. 57 Tahun 2010
Tentang Penggabungan Atau Peleburan Badan Usaha dan Pengambilalihan Saham
Perusahaan yang Dapat Mengakibatkan Terjadinya Praktik Monopoli dan Persaingan

Usaha Tidak Sehat.



Penggabungan perusahaan melalui merger merupakan strategi korporasi yang
kompleks dan berpotensi mempengaruhi persaingan usaha secara signifikan. Dalam
konteks ini, perlu diperhatikan bahwa keputusan merger yang tidak diatur dengan
baik dapat membuka peluang terjadinya persaingan usaha yang tidak sehat. Oleh
karena itu, pemahaman yang mendalam tentang aspek hukum dalam merger
perusahaan menjadi krusial untuk mencegah dampak negatif terhadap persaingan

usaha dan menjaga keseimbangan ekonomi yang sehat.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, pokok permasalahan dalam

penelitian ini adalah:

1. Bagaimana KPPU melakukan penilaian merger yang memenuhi unsur

dugaan persaingan usaha tidak sehat?

2. Bagaimana dampak dari putusan KPPU atas merger yang memenuhi

unsur dugaan persaingan usaha tidak sehat?

3. Bagaimana pengaturan merger di masa mendatang yang dapat

memberikan kepastian akan terciptanya persaingan usaha sehat?

C. Tujuan Penelitian



Penulisan ini tentunya memikiki tujuan serta kegunaan. Adapun tujuan

penelitian dalam penulisan thesis ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis Bagaimana KPPU melakukan penilaian
merger yang memenuhi unsur dugaan persaingan usaha tidak sehat.

2. Untuk mengetahui dan menganalisis dampak dari putusan KPPU atas merger
yang memenuhi unsur dugaan persaingan usaha tidak sehat.

3. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaturan merger di masa mendatang

yang dapat memberikan kepastian akan terciptanya persaingan usaha sehat.

D. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan nantinya dapat bermanfaat untuk
menambah ilmu pengetahuan penulis serta masyarakat dan dapat dijadikan sebagai
referensi bagi mahasiswa yang ingin mempelajarinya serta dapat menjadi
pemikiran tambahan di bidang ilmu hukum khususnya yang berkaitan dengan

Penggabungan perusahaan dan dampak nya terhadap persaingan usaha.

2. Secara Praktis

Penulisan thesis ini harapannya dapat memberi kontribusi yang berharga bagi

para akademisi, masyarakat, praktisi-praktisi seperti pelaku usaha merger, lembaga



terkait seperti KPPU serta pihak pemerintahan yang terkait dalam menelaah

Penggabungan perusahaan dan dampak nya terhadap persaingan usaha.

a. Tesis ini membahas tentang pengaturan hukum yang jelas dalam
pelaksanaan merger, seperti yang terdapat dalam Peraturan Pemerintah
No. 57 Tahun 2010. Pengaturan ini membantu KPPU dan pelaku usaha
untuk memahami aturan yang harus dipatuhi dalam melakukan merger,
sehingga mengurangi kemungkinan pelanggaran terhadap UU
Antimonopoli.

b. Tesis ini juga menekankan bahwa pelaku usaha harus memikirkan
dampak-dampak tindakan mereka atas setiap tindakan merger. Dengan
demikian, pelaku usaha dapat meningkatkan kinerja ekonominya dan
meningkatkan kesejahteraan konsumen dan nasional. Dengan demikian,
pelaku usaha dapat meningkatkan kinerja ekonominya dan meningkatkan

kesejahteraan konsumen dan nasional.

E. Kerangka Teori

Pada dasarnya, di dalam suatu penelitian ilmu hukum teori dapat diuraikan
menjadi Grand Theory, Middle Range Theory, dan Applied Theory. Adapun teori-
teori yang digunakan dalam menjawab permasalahan hukum yang ada sesuai
dengan rumusan masalah diatas adalah sebagai berikut:

1. Grand Theory
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Grand Theory merupakan tori yang mendasari teori-teori (Middle Range
Theory dan Applied Theory) yang akan digunakan penelitian. Dalam penelitian ini

Grand Theory yang digunakan adalah Teori Keadilan.

a. Teori Keadian

Penjatuhan pidana tidak terlepas dari rasa keadilan dari para pihak yang
terlibat dalam proses penjatuhan pidana tersebut. Baik itu rasa keadilan dari
para penegak hukum itu sendiri, rasa keadilan dari sisi pelaku tindak pidana
dan rasa keadilan dari korban atau masyarakat yang dirugikan karena
terjadinya tindak pidana. Untuk menganalisis rasa keadilan dalam
penyelesaian suatu tindak pidana oleh aparat penegak diperlukan teori
keadilan yang relevan dan terhubung secara langsung dengan kewenangan

yang melekat pada diri penegak hukum itu sendiri.

Menurut Aristoteles, keadilan mencakup ketaatan terhadap hukum dan
perilaku yang jujur serta bijaksana. Jadi, individu yang adil adalah mereka
yang bertindak sesuai dengan peraturan dan menunjukkan sikap bijak serta
jujur. Aristoteles menganggap keadilan sebagai bentuk kebaikan yang
paripurna (lengkap) karena di dalamnya terkandung semua aspek kebaikan.

Kebaikan menjadi utuh dalam keadilan karena seseorang yang berlaku adil
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mampu menerapkan kebaikannya tidak hanya untuk diri sendiri, tetapi juga

kepada orang lain.™*

Keadilan membuat kebaikan menjadi sempurna karena orang yang adil
tidak hanya berbuat baik untuk dirinya sendiri, tetapi juga untuk orang lain.
Hal ini penting karena kebanyakan orang cenderung hanya mampu berbuat
baik demi kepentingan pribadi, bukan dalam interaksi dengan sesama.
Keadilan menurut John Rawls, adalah keadilan dalam konsep umum adalah
nilai-nilai sosial didistribusikan dengan setara kecuali distribusi tidak setara
itu membawa keuntungan bagi semua orang. Artinya setiap orang harus

mengambil manfaat dari ketidaksetaraan sosial apa pun.12

Tiga nilai fundamental yang menjadi pilar utama dalam mewujudkan
keadilan hukum yaitu dengan terpenuhi nya nilai keadilan, kemanfaatan dan
kesebandingan hukum. Menurut Gustav Radbruch, kepastian hukum memiliki
empat hal mendasar: hukum bersifat positif sebagai perundang- undangan,
didasarkan pada fakta, dirumuskan dengan jelas untuk menghindari kekeliruan

penafsiran, dan hukum positif tidak boleh mudah diubah.

Nilai kemanfaatan hukum berakar dari aliran utilitarianisme yang

dikembangkan oleh Jeremy Bentham dan John Stuart Mill. Utilitarianisme

1 Aristoteles., The Nicomachean Ethics, diterjemahkan oleh David Ross, Oxford University Press Inc,
New York, 2009, hlm. 81.

12 Karen Leback. Penerjemah Yudi Santoso. Teori-Teori Keadilan. Cetakan ke-6, Bandung: Nusa
Media, 2018, hal. 53
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menempatkan kemanfaatan sebagai tujuan hukum, di mana yang dimaksud
dengan kemanfaatan adalah kebahagiaan. Baik tidaknya suatu hukum sangat
bergantung pada apakah hukum tersebut memberikan kebahagiaan kepada

manusia atau tidak.*®

Kesebandingan hukum berkaitan erat dengan konsep keadilan
proporsional Aristoteles. Keadilan menurut Aristoteles menekankan pada
prinsip kesamaan serta proporsionalitas, di mana keadilan adalah memberikan
kepada siapapun sesuai dengan apa yang menjadi haknya, yakni dengan
bertindak  proporsional dan tidak melanggar hukum Aristoteles
membedakan keadilan distributif yang memberikan kepada tiap orang porsi
menurut prestasinya, dan keadilan komutatif yang memberikan sama

banyaknya kepada setiap orang tanpa membeda-bedakan prestasinya.™*
2. Middle Range Theory

Middle Range Theory merupakan teori yang digunakan agar pembahasan
menjadi lebih fokus dan mendetail atas suatu Grand Theory. Dalam penelitian ini
menggunakan teori Kemanfaatan Hukum. Teori kemanfaatan hukum (utilitas) seputar
persaingan usaha adalah bahwa hukum persaingan usaha harus memberikan manfaat

bagi masyarakat dan konsumen, serta menghasilkan efisiensi dalam kegiatan usaha.

3 Andi DarmaTaufik (2024), Analisis Sejarah Dan Perkembangan Teori Utilitarianisme Terhadap
Hukum Indonesia Yurisprudentia: Jurnal Hukum Ekonomi Vol. 10 No. 1 hlm. 90

1 Carl Joachim Friedrich, 2004. “Filsafat Hukum Perspektif Historis, Nuansa dan Nusamedia.
Bandung. him. 25.



13

Dalam penegakan hukum persaingan usaha, prinsip kepastian, keadilan, dan
kemanfaatan harus sejalan dan harmonis. Tujuan hukum persaingan usaha adalah
untuk menciptakan iklim usaha yang sehat, kesempatan berusaha yang sama, serta
terciptanya ekonomi yang efisien dan adil, menuju masyarakat adil dan sejahtera.
Hukum persaingan usaha juga mengatur tentang perjanjian yang dilarang, seperti

kolusi antara pesaing, dan harus memberikan perlindungan bagi konsumen.

3. Applied Theory

Pada Applied Theory, penulis menggunakan Teori Diversifikasi Usaha

a. Teori Diversifikasi Usaha

Diversifikasi Usaha merupakan memperluas pasar dengan mengembangkan
produk baru yang sesuai dengan pasar agar memiliki keunggulan bersaing.
Menurut Hariadi diversifikasi usaha dimaksudkan untuk mendapatkan
keuntungan yang maksimum dengan cara mengombinasikan beberapa porto
folio investasi apakah dengan cara memproduksi barang yang bermacam-
macam, mendirikan sejumlah unit bisnis, atau mendirikan anak-anak
perusahaan yang baru atau bahkan membeli perusahaan yang sudah berdiri.
Berdasarkan definisi tersebut, maka disimpulkan perusahaan yang melakukan

diversifikasi usaha adalah perusahaan yang memiliki beberapa unit bisnis atau
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anak perusahaan dan diversifikasi usaha dilakukan untuk meningkatkan nilai

tambah pemilik perusahaam.15

b. Teori Pasar

Menurut Peraturan Presiden No. 112 Tahun 2007, pasar adalah area tempat
jual beli barang dengan jumlah penjual lebih dari satu baik yang disebut sebagai
pusat perbelanjaan, pasar tradisional, pertokoan, mall, plasa, pusat perdagangan
maupun sebutan lainnya. Dalam perspektif hukum persaingan usaha, teori pasar
merujuk pada konsep yang melibatkan interaksi antara penjual dan pembeli
untuk mencapai harga keseimbangan atau kesepakatan atas tingkat harga
tertentu. Pasar merupakan tempat di mana penjual dan pembeli saling
berinteraksi untuk melakukan transaksi jual beli. Dalam konteks hukum
persaingan usaha, penting untuk memahami konsep pasar sebagai landasan bagi
regulasi persaingan usaha yang sehat.

C. Teori Implikasi Hukum

Implikasi memiliki arti yaitu dampak atau kesimpulan yang ditimbulkan
di masa mendatang yang dirasakan ketika melakukan sesuatu'®. Sedangkan
yuridis menurut kamus hukum yaitu memiliki arti dari segi hukum'’. Dengan

begitu Implikasi yuridis bermakna bahwa dampak yang ditimbulkan dimasa

' Hariadi dalam Yulia Daning. Analisis Kinerja Keuangan Perusahaan yang Melakukan
Diversifikasi Usaha: Studi Empiris Pada Perusahaan Publik yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia
(BEI) 2005 hlm. 37

16 pengertian Menurut para ahli, Pengertian Implikasi (online),

Y Dzulkifli Umar dan Utsman Handoyo, Kamus Hukum, Mahirsindo Utama, Surabaya, 2014 hilm
399
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mendatang dari suatu perbuatan yang dilihat dari segi hukum. Teori implikasi
hukum dalam perspektif hukum persaingan usaha berfokus pada dampak atau
kesimpulan yang ditimbulkan di masa mendatang ketika melakukan sesuatu
yang terkait dengan hukum persaingan usaha. Dalam hukum persaingan
usaha, implikasi hukum merujuk pada akibat hukum dari berbagai praktik

yang tidak sehat, seperti monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.

F. METODE PENELITIAN

Penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode
sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau
beberapa gejala hukum tertentu dengan menganalisanya. Dalam melakukan
penelitian hukum seyogyanya selalu mengikatkan dengan makna yang mungkin

18

dapat diberikan kepada hukum.™ Dalam penulisan penelitian ini, penyusun

menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini akan menggunakan jenis penelitian normatif yaitu penelitian
hukum yang dilakukan dengan cara melakukan penelitian dalam bahan
kepustakaan (data sekunder) yang jenisnya berupa penelitian terhadap
sistematika hukum yaitu mengadakan identifikasi terhadap pengertian pokok

dalam hukum seperti, subjek hukum yaitu pelaku usaha merger, hak dan

18Dimyati kudzaifah & Wardiono kelik, Metode Penelitian Hukum, Surakarta: Universitas
Muhammadiyah Surakarta, 2004, him. 3.
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kewajiban pelaku usaha merger, peristiwa hukum dalam peraturan per

Undang-Undangan yang berkaitan dengan merger perusahatan.lg

2. Pendekatan Penelitian

a. Pendekatan Perundang-undangan (Statute Approach)
Suatu penelitian harus menggunakan pendekatan perundang-Undangan,
karena yang akan diteliti adalah berbagai aturan hukum yang menjadi
focus utama sekaligus tema sentral suatu penelitian. Pendekatan
perundang-undangan dilakukan dengan mengkaji semua peraturan
perundang-undangan yang berkaitan dengan isu hukum yang akan
dibahas.”

b. Pendekatan Konseptual (Conceptual Approach)
Peter Mahmud Marzuki menjelaskan bahwa pendekatan konseptual
beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin  yang
berkembang di dalam ilmu hukum. Dengan mempelajari pandangan-
pandangan dan doktrin-doktrin di dalam ilmu hukum, peneliti akan
menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum,
konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu
merger perusahaan ini. Pemahaman akan pandangan-pandangan dan

doktrin-doktrin tersebut merupakan sandaran bagi peneliti dalam

¥ prof. Dr. Irwansyah, Penelitian Hukum Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel, 2021,
hlm.35
2Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta: Universitas Indonesia Press,
2007, him. 96.
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membangun suatu argumentasi hukum dalam memecahkan isu
Bagaimana KPPU melakukan penilaian merger yang memenuhi unsur

dugaan persaingan usaha tidak sehat.”*

C. Pendekatan Futuristik ( Futuristic Approach)
Pendekatan futuristik yaitu bahwa hukum harus bisa mengikuti
perkembangan zaman, harus dapat mencakup bentuk-bentuk kegiatan
hukum, maupun tindakan melawan hukum yang baru akan ada di masa
depan.? Untuk meneliti pengaturan merger di masa mendatang dengan
metode pendekatan penelitian futuristis peneliti dapat mengadopsi
pendekatan futuristis yang melibatkan analisis tren masa depan, dan
perubahan aturan hukum yang mungkin mempengaruhi regulasi merger.
Metode ini memungkinkan peneliti untuk meramalkan potensi perubahan

dalam kebijakan merger dan dampaknya terhadap persaingan usaha.

3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum Penelitian
Sumber bahan hukum yang utama yang dipergunakan dalam penulisan ini
diperoleh dari:

1) Bahan hukum primer

?! Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005,
hlm. 95.
22 peter Mahmud Marzukim, Op.Cit., hlm. 96
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Bahan hukum yang digunakan adalah berupa peraturan perUndang-

Undangan yang terdiri dari:

a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

b) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

€) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek
Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (UU Antimonopoli)
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33 dan
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3817

d) Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan
Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 54,

Tambahan Lembaran Negara Nomor 6656

2) Bahan hukum sekunder
Bahan hukum sekunder merupakan data yang diperoleh penulis melalui
studi kepustakaan yaitu memperoleh data dokumen-dokumen resmi,
buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian hasil penelitian,
jurnal dan peraturan perUndang-Undangan. Tujuan dan kegunaan studi
kepustakaan adalah untuk menunjukan jalan pemecahan permasalahan
penelitian.

3) Bahan hukum tersier
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Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum pelengkap atau penunjang
yang mencakup kamus-kamus hukum, artikel hukum, jurnal-jurnal

hukum dan lain sebagainya.23

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini menggunakan dua

cara pengumpulan yaitu:

a. Studi Kepustakaan (Library Research)
Studi kepustakaan dilakukan dengan maksud memperoleh bahan hukum
sekunder yaitu dengan melalui serangkaian kegiatan membaca, mengutip,
serta menelaah peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan
permasalahan yang diteliti dalam penelitian ini. Studi literatur sebagai
penelitian yang dilakukan dengan cara menelaah berbagai kajian

kepustakaan yang diperlukan dalam penelitian24.

b. Teknik Analisis Bahan Hukum
Berdasarkan sifat penelitian ini yang menggunakan metode penelitian
bersifat yuridis normatif, maka analisis bahan hukum yang digunakan
oleh penulis adalah pendekatan kualitatif terhadap bahan hukum primer,

bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier>

ZAminudin dan Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, Jakarta: Raja Grafindo
Persada, 2004, him. 32.

2 putrihapsari, R., & Fauziah, P. Y. (2020). Manajemen Pengasuhan Anak Usia Dini pada Ibu
yang Bekerja : Sebuah Studi Literatur. VISI : Jurnal Ilmiah PTK PNF, 15(2), 127-136.

? Zainuddin Ali, Metode Penelitian Hukum, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, him. 107.
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c. Teknik Penarikan Kesimpulan
Penarikan kesimpulan dilakukan secara deduktif, yaitu bertolak dari suatu
proposisi umum yang keberadaannya telah diketahui dan berakhir pada
suatu kesimpulan yang bersifat lebih khusus.?® Hal ini dilakukan dengan
cara menentukan fakta umum sebagai inti permasalahan lalu dilanjutkan

dengan menjabarkan gagasan-gagasan khusus sebagai penjelas.

% Bambang Suggono, Op.Cit, hlm. 11.
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